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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER.31/MEN/2012 
TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI 
DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pencapaian 
sasaran lingkup sebagian urusan pemerintahan bidang 
kelautan dan perikanan yang akan dilimpahkan 
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau 
ditugaskan kepada pemerintah provinsi atau 
pemerintah kabupaten/kota, perlu disusun pedoman 
pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan; 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433),  sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5073); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),  
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);  

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil     
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816); 

15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
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Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 142); 

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P 
Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

19. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

20. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010– 
2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 858); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM 
DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS 
PEMBANTUAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 

2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian adalah 
dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 
tahun 2014.  

2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Kementerian adalah dokumen perencanaan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun.  

3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program 
dan kegiatan kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari 
Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian yang 
bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakannya. 
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4. Dekonsentrasi bidang kelautan dan perikanan adalah pelimpahan dari 
Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur sebagai wakil 
Pemerintah.  

5. Dana dekonsentrasi bidang kelautan dan perikanan adalah dana yang 
berasal dari anggaran belanja pemerintah pusat Kementerian Kelautan 
dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil 
pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran 
dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi di bidang kelautan dan 
perikanan.  

6. Tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan adalah penugasan 
dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pemerintah provinsi 
dan/atau kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu di 
bidang kelautan dan perikanan dengan kewajiban melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Menteri Kelautan 
dan Perikanan.  

7. Dana tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan adalah dana 
yang berasal dari anggaran belanja pemerintah pusat Kementerian 
Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi 
dan/atau kabupaten/kota yang mencakup semua penerimaan dan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan di bidang 
kelautan dan perikanan. 

8. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disebut SKPD 
adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan di 
bidang kelautan dan perikanan di daerah provinsi dan/atau 
kabupaten/kota. 

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk 
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, 
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 
pemerintah. 

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 
sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran  dalam bentuk 
barang/jasa. 

11. Kuasa pengguna anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan, yang 
selanjutnya disebut KPA dekonsentrasi/tugas pembantuan adalah 
kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di 
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